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ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran sebagai salah satu alat
pembangunan yang paling efektif untuk mengurangi masalah kemiskinan akibat rendahnya akses
modal finansial. Peran ini semakin memperkuat alasan pentingnya menjaga efisiensi LKM agar
tetap sustainable. Yustika (2013) menyatakan bahwa efisien tidaknya desain kelembagaan suatu
organisasi atau unit bisnis dapat diukur menggunakan suatu alat analisis yaitu biaya transaksi.
Karena itulah, penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan biaya transaksi antara dua
model LKM yakni model Grameen Bank (PT “4”) dan Koperasi Kredit (Kopdit “B”), sehingga
nantinya diketahui model LKM mana yang lebih efisien. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan statistik deskriptif. Komponen biaya transaksi
dalam penelitian ini terdiri dari biaya screening, biaya administrasi, biaya monitoring, dan biaya
penegakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total biaya transaksi pada Kopdit “B” yang
menerapkan model Koperasi Kredit lebih tinggi daripada total biaya transaksi pada PT “A” yang
menerapkan model Grameen Bank. Hal ini mengindikasikan bahwa PT “A” (model Grameen
Bank) lebih efisien daripada Kopdit “B” (model Koperasi Kredit).

Kata kunci: Biaya Transaksi, Grameen Bank, Koperasi Kredit, Lembaga Keuangan Mikro,
Ekonomi Kelembagaan

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro atau sering singkat sebagai LKM merupakan lembaga yang
menyediakan pelayanan keuangan bagi masyarakat atau pelaku usaha kecil. Lembaga ini berperan
sebagai salah satu alat pembangunan yang paling efektif untuk mengurangi masalah kemiskinan
akibat rendahnya akses modal finansial (Hadinoto & Retnadi, 2007). Keberhasilan LKM dalam
mencapai tujuan pembangunan juga telah terungkap dalam berbagai studi sejak 1990an (Morduch,
1999; Cohen, 1999; Robinson, 2001; Yahaya, et al, 2011)

Salah satu model LKM yang dianggap berhasil dan melegenda adalah lembaga
keuangan (mikro) di Bangladesh yaitu Grameen Bank (GB) (Yustika, 2013; Ferdousi, 2013;
Syarif, 2006). LKM ini didirikan oleh Muhammad Yunus karena rasa kecewanya terhadap
lembaga keuangan formal seperti perbankan, yang menganggap orang miskin tidak potensial untuk
menjadi nasabah bank. Keberhasilan Grameen Bank rupanya telah menginspirasi hampir 130
negara termasuk Indonesia, untuk menerapkan model serupa (Syarif, 2006).

Selain model Grameen Bank, LKM di Indonesia juga banyak yang menggunakan model
koperasi, salah satunya adalah koperasi kredit. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan
UKM, Sjarifuddin Hasan yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki
koperasi terbanyak di dunia, yaitu sekitar 200.818 koperasi pada 2013 (Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, 2013). Koperasi Kredit merupakan LKM yang dimiliki oleh
sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka
sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan diantara sesama mereka untuk tujuan
produktif dan kesejahteraan anggotanya (Deputi Bidang Pengkajian dan Sumberdaya UKMK,
2008).



Dua model LKM yang telah dijelaskan sebelumnya, baik model Grameen Bank maupun
model Koperasi Kredit sama-sama memiliki peran yang besar dalam membantu masyarakat
berpenghasilan rendah di Indonesia melalui penyaluran kredit mikro. Menurut Salam (2008),
pentingnya peran LKM ini semakin memperkuat alasan untuk menjaga keberlanjutan
(sustainbilitas) LKM agar selalu dapat melayani jasa keuangan masyarakat miskin yang tidak
tersentuh oleh layanan perbankan. Salah satu kunci utama untuk menjaga sustainbilitas usaha
tersebut adalah LKM harus bisa efisien. Yustika (2013) menyatakan bahwa efisien tidaknya desain
kelembagaan suatu organisasi atau unit bisnis dapat diukur menggunakan suatu alat analisis yaitu
biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi mengindikasikan bahwa desain kelembagaan yang
digunakan tidak efisien, sebaliknya biaya transaksi yang rendah menunjukkan bahwa desain
kelembagaan yang digunakan telah efisien.

Beberapa studi yang dilakukan oleh Khandker (2005) & Gertler et al (2003)
membuktikan bahwa program keuangan mikro efektif dan efisien dalam mengurangi kemiskinan,
salah satu contohnya adalah model Grameen Bank yang telah dijelaskan sebelumnya (Ali &
Rahman, 2013). Namun demikian, ada studi lain yang mengatakan bahwa LKM cenderung
mengeluarkan biaya transaksi yang tinggi (Hossain & Diaz, 1999; Shankar, 2007; Cull et.al,
2009). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa LKM tidak bekerja secara efisien.

Model Grameen Bank memiliki biaya transaksi yang tinggi, begitu pula dengan model
Koperasi Kredit. Permasalahan ini membuat peneliti tertarik untuk membandingkan biaya
transaksi antara kedua model LKM tersebut, sehingga nantinya akan diketahui model LKM mana
yang lebih efisien.

B. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan mikro merupakan jasa keuangan dalam jumlah Kkecil, baik berupa pinjaman,
tabungan, asuransi maupun transfer uang yang diberikan kepada orang atau pelaku usaha kecil
untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan lembaga yang menyediakan jasa keuangan tersebut
disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Nugroho, 2011).

Indonesia merupakan salah satu Negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro
secara komersial di Asia (Banking with the Poor Network, 2009). Ada empat macam lembaga
keuangan mikro (LKM) yang ada di Indonesia, yaitu: 1) LKM formal, baik bank maupun nonbank,
2) LKM nonformal, baik yang berbadan hukum atau tidak, 3) LKM yang dibentuk melalui
program pemerintah, dan 4) LKM informal, seperti arisan, rentenir, dan sebagainya (Usman, dkk,
2004).

Grameen Bank

Grameen Bank atau Bank Desa di Bangladesh didirikan oleh Muhammad Yunus
sebagai protes atas sistem perbankan dan perkreditan yang berlaku di negaranya pada khususnya
dan di dunia pada umumnya (Zain, 1998). Grameen Bank merupakan salah satu model LKM yang
digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap
lembaga keuangan formal seperti perbankan.

Grameen Bank memiliki beberapa prinsip, diantaranya adalah kredit yang disalurkan
hanya untuk orang miskin, kredit modal harus digunakan untuk kegiatan produktif, kredit
diberikan tanpa jaminan maupun pihak penjamin, tidak ada sanksi hukum apabila anggota tidak
mampu mengangsur atau mengembalikan pinjaman, dan apabila anggota wafat, dan anggota
keluarganya tidak mampu membayar, sisa pinjaman dihibahkan (Zain, 1998). Prinsip-prinsip
tersebut sangat berbeda dengan prinsip bank konvensional pada umumnya.

Tujuan dan target Grameen Bank (Maika & Kiswanto, 2007) adalah:

1. Memberikan layanan keuangan kepada orang miskin, terutama perempuan

2. Mendorong tumbuhnya self-employment

3. Melepaskan kaum marginal yang tidak beruntung, terutama perempuan, dan mendorong
mereka untuk lebih memiliki jaringan dalam format pengorganisasian yang rapi

Mengurangi eksploitasi terhadap orang miskin dari rentenir

Memutus lingkaran setan kemiskinan.
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Koperasi Kredit

Koperasi kredit merupakan salah satu jenis koperasi. Menurut Puskopsitbag (Pusat
Koperasi Kredit Bali Artha Guna), koperasi kredit merupakan badan usaha yang dimiliki oleh
sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang
mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka dengan
bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Prinsip koperasi kredit ada tiga, yakni a) tabungan hanya diperoleh dari anggota-
anggotanya, b) pinjaman hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja, dan c) jaminan terbaik
bagi pinjaman adalah watak si peminjam itu sendiri. Tujuan pendirian koperasi kredit juga ada
tiga, yaitu a) membimbing dan mengembangkan sikap “hemat” di antara para anggotanya;
sehingga efiisen dan efektifitas usaha tercapai, b) memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan
terarah, ¢) mendidik anggota dalam menggunakan uang secara bijaksana (Puskopsitbag).

Ekonomi Kelembagaan

Menurut Rossiaud & Locatelli (2010), ekonomi kelembagaan menawarkan kerangka
teoritis untuk mempelajari institusi domestik dan organisasi yang berlaku dalam suatu
perekonomian. Analisis kelembagaan sendiri mempelajari bagaimana lembaga dibentuk dan
berfungsi. Selain itu, kelembagaan juga menentukan siapa yang memiliki akses ke suatu sumber
daya dan kekuatan untuk mengambil keputusan (Angelsen, et al, 2010). Dari hal ini bisa
disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu aturan seperti yang diungkapkan oleh North
(1991) bahwa kelembagaan merupakan aturan yang membatasi manusia dari perilaku menyimpang
untuk membangun struktur interaksi ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam prakteknya, kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan
menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang diperoleh serta proporsi distribusi ekonomi yang
diterima masing-masing pelaku ekonomi. Sehingga bisa dikatakan kelembagaan berpengaruh
terhadap pencapaian hasil-hasil ekonomi. Wibowo (2009) menegaskan bahwa pendekatan
kelembagaan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumberdaya.

Pada intinya, kelembagaan saat penting didalam pertukaran atau transaksi, karena dapat
mengurangi ketidakpastian. Hal ini ditegaskan oleh Angelsen, et al ( 2010) yang menyebutkan
bahwa salah satu persoalan utama dalam kelembagaan adalah biaya transaksi. Adanya
kelembagaan yang baik diharapkan dapat mereduksi informasi asimetris yang biasa ada dalam
pasar sehingga biaya transaksi juga akan berkurang. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa
kelembagaan yang baik akan mengurangi biaya transaksi dan pada akhirnya terjadi efisiensi
ekonomi.

Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan salah satu alat analisis dalam ilmu ekonomi kelembagaan
yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu desain kelembagaan. Semakin tinggi biaya
transaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan ekonomi (transaksi), berarti kelembagaan yang
didesain juga semakin tidak efisien, begitu juga sebaliknya (Yustika, 2012). Dalam pemikiran
Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics), teori biaya transaksi merupakan
konsep penjelas yang sangat penting dalam mempelajari institusi dan organisasi (Meramveliotakis
dan Milonakis, 2010). Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat
terjadinya pertukaran ekonomi (Swamy and Tulasimala, 2011). Oleh karena itu, unit analisis
dalam biaya transaksi adalah transaksi itu sendiri (Williamson, 2007).

Teori Biaya Transaksi pertama kali dikembangkan oleh Ronald Coase dalam The
Nature of The Firm (1937). Coase (1937) menjelaskan bahwa biaya transaksi merupakan biaya-
biaya dari penggunaan mekanisme harga, yang meliputi biaya-biaya dalam menemukan harga
yang relevan, biaya negosiasi, dan menandatangani kontrak. Namun demikian, artikel tersebut
ternyata kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin dijelaskan
oleh Coase. Hal ini mengakibatkan banyak literatur yang coba membahas mengenai teori ekonomi
biaya transaksi, sering menampakkan adanya kontradiksi antara satu sama lain (Fox, 2007). Hal
yang sama diungkapkan pula oleh Meramveliotakis dan Milonakis (2010:1047), yang menyatakan
bahwa konsep biaya transaksi masih menyisakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami
definisinya.



Adanya hambatan dalam analisis biaya transaksi, nyatanya tidak membuat para
ilmuwan atau peneliti untuk berhenti membahas mengenai masalah biaya transaksi, bahkan saat ini
berbagai pembahasan mengenai masalah tersebut muncul dalam berbagai kegiatan. Menurut
Williamson (2007:20), biaya transaksi digunakan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai
perbedaan perilaku, dimana transaksi digambarkan bukan sekedar kegiatan membeli dan menjual
tetapi juga interaksi emosional dari hari ke hari serta pertukaran kebutuhan secara informal.
Asumsi biaya transaksi ada dua yaitu rasionalitas terbatas dan perilaku oportunis (Meramveliotakis
dan Milonakis, 2010:1057). Sedangkan faktor-faktor penentu biaya transaksi adalah frekuensi,
spesifisitas, ketidakpastian, rasionalisasi yang terbatas, dan perilaku oportunistik. Sejalan dengan
Williamson, Swamy and Tulasimala (2011:60) juga mengatakan bahwa saat ini teori biaya
transaksi tidak hanya dibahas dalam lingkup jual dan beli saja, namun sudah mencakup kegiatan
yang lain, salah satunya dalam kegiatan pinjaman.

Kegiatan pinjaman yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui
lembaga keuangan mikro (LKM). Oleh karena itu, kegiatan ini harus berlangsung secara efisien.
Untuk melihat efisiensi tersebut, beberapa ilmuwan telah membahas biaya transaksi dalam
kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh LKM, baik dari sisi peminjam (borrower) ataupun dari
sisi pemberi pinjaman (lender).

Dari sisi peminjam, penelitian biaya transaksi pernah dilakukan oleh Hosseini, et al
(2012), Igwe & Egbuson (2013) dan Dehem & Hudon (2013), sedangkan penelitian dari sisi
pemberi pinjaman pernah dilakukan oleh Shankar (2007). Shankar menjelaskan bahwa biaya
transaksi dalam kelompok/organisasi kredit mikro terbagi menjadi dua yaitu biaya transaksi
langsung dan biaya transaksi tidak langsung. Biaya transaksi langsung terdiri dari biaya
pembentukan kelompok, pelatihan, administrasi kredit dan monitoring, sedangkan biaya transaksi
tidak langsung meliputi biaya tetap yang dialokasikan dari kantor cabang, kantor regional dan
kantor pusat, penyusutan dan biaya perpajakan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparasi yakni membandingkan dua
LKM (PT “A” Cabang Pakis dan Kopdit “B”). PT “A” merupakan replikator Grameen Bank
terbesar di Indonesia, sedangkan Kopdit “B” merupakan satu-satu Kopdit yang berada 1 gedung
dengan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Wilayah Jawa Timur.
Metode vyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran
sekuensial/bertahap dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan
dokumentasi. Menurut Creswell (2010), metode sekuensial merupakan strategi bagi peneliti untuk
menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Oleh karena itu,
penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu
1) tahap pertama, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan metode
kualitatif untuk mengetahui prosedur operasional kegiatan pinjaman (kredit) dan mengetahui
komponen biaya transaksi yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Komponen biaya
transaksi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh
Shankar (2007) yakni a) biaya screening, b) biaya administrasi, ¢) biaya monitoring, dan d)
biaya penegakan. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif,
sedangkan untuk menguji validitas datanya, peneliti menggunakan triangulasi.

2) tahap kedua, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk membandingkan
jumlah biaya transaksi antara dua LKM yakni PT “A” dan Kopdit “B”. Teknik analisis data
kuantitatif yang digunakan adalah statistik deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Terdapat dua LKM yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni PT “A” dan Kopdit
“B”. PT “A” merupakan lembaga keuangan mikro yang mengadopsi sistem Grameen Bank. LKM
ini memiliki 260 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya berada di kecamatan
Pakis Kabupaten Malang. LKM ini mempunyai tujuan sosial yaitu memberikan akses modal kerja



yang terjangkau kepada keluarga yang berpendapatan rendah di Indonesia secara langsung dan
berkesinambungan, demi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Kopdit “B” merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi sebagai penyedia
sarana pemberian pinjaman bagi masyarakat menengah kebawah di sekitar Dusun Sonotengah
Kecamatan Pakisaji. Kopdit “B” menyelenggarakan usaha dengan menghimpun simpanan serta
memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota. Selain itu, Kopdit “B” juga memberikan
layanan keuangan seperti memberikan dana perlindungan atas simpanan dan pinjaman anggota
serta dana sosial duka kepada keluarga anggota inti

Prosedur Kegiatan Pinjaman

Dalam kegiatan pelayanan pinjaman (kredit) terdapat prosedur-prosedur yang dijadikan
sebagai acuan dalam kegiatan pinjaman agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Berikut
ini prosedur kegiatan pinjaman pada PT “A”:

1. Sosialisasi calon peminjam (calon anggota) dengan melakukan sosialisasi keliling dan
sosialisasi Pra-Persiapan Wajib Kumpulan (PWK)
2. Uji Kelayakan Anggota (UKA) melalui dua tahap yaitu a) penilaian kondisi kelayakan rumah,
dan b) pendataan usaha dan perkiraan pendapatan
Pelatihan Persiapan Wajib Kumpulan (PWK)
Pengajuan permohonan pinjaman, penandatanganan perjanjian, dan pencairan pinjaman
Pertemuan mingguan kumpulan untuk pembayaran angsuran pinjaman
Kunjungan anggota dan pengawasan pinjaman
Sedangkan prosedur kegiatan pinjaman pada Kopdit “B” adalah sebagai berikut:
Pengajuan permohonan pinjaman oleh calon peminjam
Survei dan analisa permohonan pinjaman
Evaluasi permohonan pinjaman
Pencairan pinjaman
Monitoring pinjaman
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Komponen Biaya Transaksi pada Proses Kegiatan Pinjaman

Penentuan komponen biaya transaksi memang sangat kompleks, namun didasarkan
pada penelitian yang dilakukan oleh Shankar untuk menganalisis transaksi pada kegiatan pinjaman
(kredit) PT “A” dan Kopdit “B”, maka komponen biaya transaksi pada proses kegiatan pinjaman
(kredit) tersebut dapat dibedakan menjadi 5 komponen utama yaitu
1. Biaya Screening merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM dalam melakukan screening

untuk mendapatkan anggota (peminjam) yang potensial. Biaya ini terdiri dari biaya informasi
dan biaya pembentukan kelompok dan pelatihan

2. Biaya Admisnistrasi merupakan biaya yang dikeluarkan LKM untuk melakukan penilaian,
dokumentasi, pencairan, waktu petugas lapangan, dan pengawasan oleh Kepala Cabang
(Shankar, 2007).

3. Biaya Monitoring merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM untuk mengawasi pinjaman
yang telah diberikan.

4. Biaya penegakan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh LKM untuk melakukan penegakan
akibat adanya penyimpangan pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota
(peminjam).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komponen biaya transaksi yang lebih rinci dapat
dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1: Komponen Biaya Transaksi

Komponen Utama Biaya

Transaksi Biaya Transaksi PT “A

Biaya Transaksi Kopdit “B”

1. Biaya Screening

a) Biaya Informasi -

Biaya Uji Kelayakan Anggota | -

Biaya Survei dan analisa

b) Biaya Pembentu-kan -
Kelompok & Pelatihan

Biaya Pelatihan Persiapan
Wajib Kumpulan

- (tidak ada)

2. Biaya Administrasi




Komponen Utama Biaya
Transaksi

Biaya Transaksi PT “A”

Biaya Transaksi Kopdit “B”

a) Biaya Penilaian

- Biaya tes pengesahan dan rapat
penilaian

Biaya untuk Evaluasi
Panitia kredit

b) Biaya dokumen/formulir pinjaman

¢) Biaya Pencairan

d) Waktu Administrasi

- Waktu pembuatan laporan
keuangan

Waktu pembuatan laporan
keuangan

3. Biaya Monitoring

a) Biaya Kunjungan - Biaya kunjungan anggota - (tidak ada)
yang tidak hadir
b) Biaya pemeriksaan - Biaya pemeriksaan usaha - (tidak ada)

usaha

c) Biaya Pengawasan oleh
KC/Pengawas

- Biaya Surprise Visit

Biaya pengawasan

4. Biaya Penegakan

a) Biaya Penagihan atau
Peringatan

- Biaya untuk menagih
pembayaran pinjaman

Biaya untuk menagih
pembayaran pinjaman

b) Biaya penegakan oleh
KC/manajer

- Biaya kunjungan KC

(tidak ada)

c) Biaya Pelaporan

- Biaya untuk melapor ke
Kepala desa, RW, RT dan

Biaya penegakan lembaga
hukum

Kantor Pusat

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2015)

Perbandingan Biaya Transaksi PT “A” dan Koperasi Kredit “B”

PT “A” dan Kopdit “B” merupakan dua LKM yang memberikan pelayanan pinjaman
dengan sistem yang berbeda. PT “A” menggunakan sistem Grameen Bank yang diadopsi dari
Negara Bangladesh, sedangkan Koperasi Kredit “B” menggunakan sistem Koperasi Kredit.
Perbedaan sistem ini tentu berdampak pada prosedur kegiatan pinjaman yang telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya. Tidak hanya itu, perbedaan sistem kegiatan pinjaman tersebut juga
mempengaruhi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh kedua LKM. Berikut ini perbandingan biaya
transaksi antara sistem Grameen Bank yang dijalankan oleh PT “A” dengan sistem Koperasi
Kredit yang digunakan oleh Kopdit “B””:

Tabel 2: Biaya Transaksi PT “A” dan Kopdit “B”

Komponen Biaya Jumlah Biaya Per Anggota
Transaksi PT “A” % KOpdit “B” %
1. Biaya Screening Rp 90.211,- 34,69 Rp 21.697,- 4.14
2. Biaya Administrasi Rp 34.563,- 13,29 Rp 21.318,- 4.06
3. Biaya Monitoring Rp 68.533,- 26.36 Rp 5.368,- 1.03
4. Biaya Penegakan Rp 66.722,- 25.66 Rp 475.970,- 90.77
Total Biaya Transaksi Rp 260.029,- 100 Rp 524.353,- 100

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti (2015)

Berdasarkan Tabel 1.2, komponen biaya transaksi yang paling besar pada PT “A”
adalah biaya screening sebesar 34,69% dari total biaya transaksi, dan yang paling kecil adalah
biaya administrasi yakni 13,29% dari total biaya transaksi. Sedangkan pada Kopdit “B”,
komponen biaya transaksi yang paling besar adalah biaya penegakan yang proporsinya mencapai




90,77% dari total biaya transaksi, sedangkan komponen yang paling kecil adalah biaya monitoring
yang menyumbang sebesar 1,03% dari total biaya transaksi.

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa total biaya transaksi yang dikeluarkan oleh
Kopdit “B” dalam kegiatan pinjaman lebih besar daripada biaya transaksi yang dikeluarkan oleh
PT “A”. PT “A” hanya mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 260.029,- per anggota, sementara
Kopdit “B” harus mengeluarkan biaya transaksi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan biaya LKM
tersebut yakni sebesar Rp 524.353,- per anggota. Hasil ini mengindikasikan bahwa PT “A” yang
menerapkan sistem Grameen Bank lebih efisien daripada Kopdit “B” yang menerapkan sistem
Koperasi Kredit. Biaya transaksi yang tinggi mengindikasikan bahwa desain kelembagaan yang
digunakan tidak efisien, sebaliknya biaya transaksi yang rendah menunjukkan bahwa desain
kelembagaan yang digunakan telah efisien.

Dalam Tabel 1.2, terlihat jelas bahwa biaya penegakan pada Kopdit “B” mempunyai
proposorsi yang sangat besar pada total biaya transaksi (90,77%). Hal inilah yang membuat biaya
transaksi pada Kopdit “B” jauh lebih besar daripada PT “A” (25,66%), padahal apabila dilakukan
analisis berdasarkan setiap komponen biaya transaksi, tiga dari empat komponen biaya transaksi
yakni biaya screening, biaya administrasi, dan biaya monitoring pada Kopdit “B” lebih rendah
daripada PT “A”. Biaya screening dan biaya monitoring yang dikeluarkan PT “A” bahkan berkali
lipat dibandingkan Kopdit “B”. Seperti yang diketahui, tidak agunan/jaminan dalam kegiatan
pinjaman PT “A”, sehingga LKM ini harus melakukan screening dan monitoring yang lebih intens
daripada Kopdit “B” agar penyimpangan pinjaman bisa diminimalisir. Berbeda dengan PT “A”,
dalam kegiatan pinjaman, Kopdit “B” mensyaratkan adanya jaminan yang terkadang
membutuhkan jasa notaris. Hal inilah yang membuat biaya penegakan Kopdit “B” lebih besar,
karena dibutuhkan proses hukum untuk menangani masalah kredit macet dan jaminan yang sudah
dijanjikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesimpulan dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur kegiatan pinjaman pada PT “A” terdiri dari: a) sosialisasi calon anggota (calon
peminjam); b) Uji Kelayakan Anggota (UKA); c) Pelatihan Persiapan Wajib Kumpulan
(PWK); d) pengajuan, perjanjian, dan pencairan pinjaman; e) pertemuan mingguan kumpulan;
f) kunjungan & pengawasan. Sedangkan prosedur kegiatan pinjaman pada Kopdit “B” terdiri
dari: a) pengajuan permohonan pinjaman; b) survei & analisa; c) evaluasi permohonan
pinjaman; d) pencairan pinjaman; e) monitoring pinjaman.

2. Komponen utama biaya transaksi pada kegiatan pinjaman pada PT “A” dan Kopdit “B” adalah
biaya screening, biaya administrasi, biaya monitoring, dan biaya penegakan.

3. Total biaya transaksi Kopdit “B” lebih tinggi daripada total biaya transaksi PT “A”. Hal ini
disebabkan oleh adanya penegakan kredit macet melalui proses hukum sehingga biaya
penegakan Kopdit “B” jauh lebih besar jika dibandingkan PT “A”.

Saran

Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Biaya transaksi terbesar pada PT “A” terletak pada biaya pembentukan kelompok dan pelatihan
yang dilakukan selama empat hari berturut-turut. Untuk menekan biaya ini, PT “A” sebenarnya
bisa mengubah jumlah hari yang digunakan dari empat hari menjadi tiga hari saja, dengan
catatan peserta/anggota yang mengikuti latihan bisa berperan aktif dalam kegiatan pelatihan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kopdit “B” yang menerapkan model Koperasi Kredit
dalam kegiatan pinjamannya ternyata memiliki biaya transaksi yang 2 kali lipat lebih tinggi
daripada PT “A” yang menerapkan model Grameen Bank. Dari hasil ini dan berdasarkan sudut
pandang biaya transaksi, peneliti menyarankan agar Kopdit “B” menerapkan model Grameen
Bank dalam kegiatan pinjamannya

3. Penelitian ini hanya berasal dari satu sisi saja yakni pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan
data mengenai anggota baik Kopdit “B” maupun PT “A” bersifat rahasia, sehingga peneliti
tidak bisa mengetahui dan melakukan penelitian pada anggota masing-masing LKM ini.



Apabila memungkinkan, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian biaya transaksi dari sisi peminjam atau dari dua sisi sekaligus yakni sisi peminjam
dan pemberi pinjaman, sehingga nantinya efisiensi dari dua model LKM tersebut bisa diketahui
secara menyeluruh.
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